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Amnesti Bisa
Dijalankan tanpa
Undang-undang

JAKARTA — Praktelk pengarn—
punan pajalk di Indonesia
talk selalu dijalanmkan de—
] IDi—
relktur Elkselkutif Center
for Indonesia Taxation Ana—
1ysis Yustinus Prastowo me—
ngatalkan, pada masa Orde
Baru, Presiden Soeharto
menjalankannya dengan
dasar Keputusan Presidemn
™Nomor 26 Tahun 1984 ten—
tang pengampunan pajalk:
Yustinus menyamipailsan
Ihal ini untulk menangsapl
tertundanya pembahasan
Rancangan TUndang—-Un-—
dang (RUU) Pemngampunan
Pajalk di IDevwan Pervwalcilan
Rakyat. Secara telkmis dan
syuridis, iaa menjelasikzan,
kebijalkan setingkat kepu-—
tusan presiden sangat
munglkindigunalkan sebagai
landasan taax arrerestiiy/.
Masalahnya, dasar hualkurm
tersebut bisa saja kalah kkxuat
oleh aturan yang lebih timgsa,
misalnya TUndang-—-Undang
Tindalk FPidana

Pencucian
Tang. ““‘INanti bbisa lkalakh
kalau diuji materi,”” ucap
Yustinmus kernnarir. Risiko

lainnyva, data yvang dihimpun
dalam proses pengampunan
itwu bisa saja kemudian
AdAigunalkan untuls pProses
hulkum pidana lain. Jika itu
terjiadi, talk akan ada yang
e at=-RE1 mengilkuti
amnesti tersebut.

Dalam Keputusan Presi—
denn Normor 26 yang dite—
ke Soeharto,

tavwaran

Yustinus

moenuturkzan semus jenis
pajalk, termasuls pajalk ke
lravaarn, dapat diberi perns—
armnmpuinan. Nilai tebusannya
sebesar 1 pevrsern dari jurn-—
1labh kekavaarn., I2i san=, di-
atur pula bahwa wajilb pa—
jalkk yvang telah diberi peng-—
armpunan alklkan ddbelbaskan
dari Prengusutan Pajals.
T.aporan kelkkayvaan yamng di—
sampailtan dalam rangka
pengampunan pajals puan
tidalr dapat dijadikan dasaxr
penyidikamn dan penuntuatan
pidana dalam bentuls apa
=266 oty -
Berbicara di XXompleks
Istana IKepresidaenan Ja—
lcarta, lkemarin, Sekretaris
Kabinet Pramono Anung
mengatalkan remerintah
talk s mengantisipasi texrtun-—
danyva pembahasan RUU
Pengarmpunar Pajalk adi
DPrPR. Karemna 1itu,

aturan
alternatif sebagai

Payung

S hulkumm penggantl jusa talk

disiaplzan. x

Menurut Pramono Pre—
sidernn meminta IDewan se—
sgera mmembahas

RUOUU ini
karena sangat mendesals
Adi tengah kemunglkinan

besarnya defisit anggaran.
Jilka hal itu bisa ddajalanikan,
Ppemerimtah berharap perrn—
bangunan infrastrulktur
yYans direncanaltan bisa
terlaksana. ““Jadi ada ruang
untulk pembangunan yang
diharapkan Presiden Jok()
Widodo.”
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